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Abstrak: Permasalahan kesehatan lingkungan di kawasan permukiman kumuh pesisir 

Kota Makassar masih menjadi isu serius yang dipengaruhi oleh kemiskinan, keterbatasan 

infrastruktur dasar, serta lemahnya implementasi kebijakan publik. Kondisi tersebut 
menyebabkan rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi layak, dan 

pengelolaan limbah yang berdampak pada meningkatnya risiko penyakit berbasis 

lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi kesehatan lingkungan di 
kawasan pesisir Makassar melalui perspektif determinan sosial kesehatan dengan fokus 

pada aspek kemiskinan, infrastruktur, dan kebijakan. Penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis. Data diperoleh melalui 

penelusuran berbagai sumber sekunder berupa laporan resmi Badan Pusat Statistik 
(BPS), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, World Health Organization (WHO), 

UNICEF, World Bank, serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang 

dipublikasikan pada periode 2010–2024. Pengumpulan data dilakukan melalui database 
Google Scholar, ScienceDirect, dan PubMed menggunakan kata kunci yang relevan 

dengan kesehatan lingkungan dan permukiman pesisir. Data dianalisis menggunakan 

pendekatan tematik dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema kemiskinan, 

infrastruktur, dan kebijakan, kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif 
determinan sosial kesehatan Dahlgren dan Whitehead. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kemiskinan struktural, ketimpangan pembangunan infrastruktur, dan 

implementasi kebijakan yang belum optimal saling berinteraksi dalam memperburuk 
kondisi kesehatan lingkungan masyarakat pesisir Makassar. 

Kata Kunci: Kesehatan Lingkungan; Determinan Sosial Kesehatan; Permukiman 

Kumuh; Pesisir; Makassar. 

 
Abstract: Environmental health problems in coastal slum settlements in Makassar City remain a 

serious issue influenced by poverty, limited basic infrastructure, and weak public policy 

implementation. These conditions result in low community access to clean water, adequate 
sanitation, and waste management, which in turn contribute to an increased risk of 

environmentally-based diseases. This study aims to analyse environmental health conditions in the 
coastal areas of Makassar through the lens of social determinants of health, with a focus on poverty, 

infrastructure, and policy aspects. The study employs a qualitative approach using a systematic 

literature review method. Data were obtained through the examination of various secondary sources, 
including official reports from the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Health of the 

Republic of Indonesia, the World Health Organisation (WHO), UNICEF, the World Bank, as well 
as national and international scientific journal articles published between 2010 and 2024. Data 

collection was conducted via the Google Scholar, ScienceDirect, and PubMed databases using 

keywords relevant to environmental health and coastal settlements. Data were analysed using a 
thematic approach by categorising findings according to the themes of poverty, infrastructure, and 

policy, and subsequently interpreted through the social determinants of health framework proposed 

by Dahlgren and Whitehead. The findings indicate that structural poverty, inequality in 
infrastructure development, and suboptimal policy implementation interact with one another to 

exacerbate the environmental health conditions of coastal communities in Makassar. 

Keywords: Environmental Health; Social Determinants of Health; Slum Settlements; Coastal 

Areas; Makassar. 

PENDAHULUAN 

Kesehatan lingkungan merupakan salah 

satu indikator utama dalam menentukan 

kualitas kesehatan masyarakat, terutama di 

wilayah perkotaan yang mengalami tekanan 

urbanisasi tinggi. World Health Organization 

(WHO) menyebutkan bahwa faktor 

lingkungan berkontribusi besar terhadap 

munculnya berbagai penyakit menular 

maupun tidak menular, khususnya di negara 
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berkembang dengan kualitas sanitasi yang 

rendah (WHO, 2016). Dalam konteks 

perkotaan, kesehatan lingkungan tidak hanya 

berkaitan dengan kondisi fisik seperti kualitas 

air, udara, dan sanitasi, tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan 

kebijakan publik yang membentuk kondisi 

hidup masyarakat (Friis, 2012). 

Urbanisasi yang berlangsung cepat di 

berbagai kota berkembang seringkali tidak 

diimbangi dengan penyediaan infrastruktur 

dasar yang memadai. Kondisi ini 

memunculkan kawasan permukiman kumuh 

dengan tingkat kepadatan tinggi, keterbatasan 

akses air bersih, sanitasi yang buruk, serta 

sistem pengelolaan limbah yang tidak optimal 

(UN-Habitat, 2020). Menurut World Bank 

(2019), ketimpangan pembangunan perkotaan 

menyebabkan kelompok masyarakat miskin 

menjadi pihak yang paling rentan terhadap 

masalah kesehatan lingkungan. Situasi 

tersebut menunjukkan bahwa kesehatan 

lingkungan tidak dapat dipisahkan dari 

struktur sosial dan distribusi sumber daya 

dalam masyarakat. 

Kota Makassar sebagai salah satu pusat 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur 

mengalami peningkatan jumlah penduduk 

yang signifikan dalam dua dekade terakhir. 

Pertumbuhan tersebut mendorong munculnya 

kawasan permukiman kumuh, khususnya di 

wilayah pesisir seperti Kecamatan Tallo, 

Ujung Tanah, dan Tamalate yang memiliki 

keterbatasan infrastruktur dasar dan tingkat 

kerentanan lingkungan yang tinggi (BPS Kota 

Makassar, 2023). Masyarakat di wilayah 

pesisir tidak hanya menghadapi persoalan 

kemiskinan, tetapi juga risiko pencemaran 

lingkungan, abrasi, dan rendahnya kualitas 

sanitasi yang berdampak langsung pada 

kesehatan masyarakat. 

Berbagai penelitian sebelumnya telah 

membahas hubungan antara kemiskinan dan 

kesehatan lingkungan. Marmot dan Wilkinson 

(2006) menjelaskan bahwa ketimpangan sosial 

memengaruhi kemampuan masyarakat dalam 

mengakses layanan kesehatan dan lingkungan 

yang layak. Penelitian Corburn (2009) 

menunjukkan bahwa masyarakat pesisir 

perkotaan cenderung mengalami kerentanan 

kesehatan akibat buruknya tata kelola 

lingkungan dan minimnya partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, 

penelitian Prüss-Ustün et al. (2016) 

menegaskan bahwa sanitasi yang buruk dan 

pencemaran lingkungan menjadi penyebab 

utama meningkatnya penyakit berbasis 

lingkungan di kawasan padat penduduk. 

Meskipun demikian, sebagian besar 

penelitian terdahulu lebih banyak 

menitikberatkan pada aspek kesehatan atau 

lingkungan secara parsial. Kajian yang 

mengintegrasikan determinan sosial kesehatan 

seperti kemiskinan, infrastruktur, dan 

implementasi kebijakan dalam konteks 

permukiman kumuh pesisir di Makassar 

masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan 

determinan sosial kesehatan penting 

digunakan untuk memahami bagaimana 

faktor struktural memengaruhi kualitas 

kesehatan masyarakat secara menyeluruh 

(WHO, 2008). 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian 

ini menjadi penting karena berupaya 

menganalisis kesehatan lingkungan di 

kawasan permukiman kumuh pesisir 

Makassar melalui perspektif determinan sosial 

kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara kemiskinan, 

ketimpangan infrastruktur, dan implementasi 

kebijakan terhadap kondisi kesehatan 

lingkungan masyarakat pesisir di Kota 

Makassar. 

 

METODE ANALISIS 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi literatur 

sistematis untuk menganalisis hubungan 

antara determinan sosial dan kondisi 

kesehatan lingkungan di kawasan 

permukiman kumuh pesisir Kota Makassar. 

Pendekatan ini dipilih karena mampu 
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memberikan pemahaman yang komprehensif 

mengenai keterkaitan antara faktor 

kemiskinan, infrastruktur, dan kebijakan 

dalam membentuk kondisi kesehatan 

lingkungan masyarakat pesisir. Desain 

penelitian bersifat deskriptif-analitis yang 

bertujuan menggambarkan fenomena 

kesehatan lingkungan sekaligus menganalisis 

hubungan antar determinan sosial kesehatan 

secara konseptual. 

Data yang digunakan dalam kajian ini 

merupakan data sekunder yang diperoleh dari 

berbagai sumber terpercaya, meliputi laporan 

resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 

Makassar, Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, World Health Organization (WHO), 

UNICEF, World Bank, serta artikel jurnal 

ilmiah nasional dan internasional yang relevan 

dengan topik penelitian dan dipublikasikan 

pada periode 2010–2024. Pengumpulan data 

dilakukan melalui penelusuran literatur secara 

sistematis menggunakan database ilmiah 

seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan 

PubMed dengan kata kunci “kesehatan 

lingkungan”, “determinan sosial kesehatan”, 

“permukiman kumuh”, “urban health”, dan 

“coastal settlement”. 

Analisis data dilakukan menggunakan 

pendekatan tematik dengan mengelompokkan 

data berdasarkan tema utama penelitian, yaitu 

kemiskinan, infrastruktur, dan kebijakan. 

Selanjutnya, data diinterpretasikan untuk 

mengidentifikasi pola hubungan antar 

determinan sosial dalam membentuk kondisi 

kesehatan lingkungan masyarakat pesisir. 

Analisis juga mengacu pada teori determinan 

sosial kesehatan dari Dahlgren dan Whitehead 

untuk memahami pengaruh faktor struktural 

terhadap kesehatan masyarakat. Untuk 

menjaga validitas data, penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi sumber 

dengan membandingkan informasi dari 

berbagai referensi akademik dan dokumen 

resmi yang relevan sehingga hasil penelitian 

memiliki tingkat kredibilitas yang lebih kuat. 

 

PEMBAHASAN 

Kemiskinan sebagai Determinan Kesehatan 

Lingkungan di Kawasan Pesisir Makassar 

Hasil kajian menunjukkan bahwa 

kemiskinan menjadi determinan utama yang 

memengaruhi kondisi kesehatan lingkungan di 

kawasan permukiman kumuh pesisir 

Makassar, khususnya di Kecamatan Tallo, 

Ujung Tanah, dan Tamalate. Masyarakat 

pada wilayah tersebut umumnya bekerja di 

sektor informal dengan pendapatan yang tidak 

stabil sehingga memiliki keterbatasan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar seperti akses air 

bersih, sanitasi layak, dan hunian sehat. 

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat 

cenderung tinggal di lingkungan padat 

penduduk dengan kualitas sanitasi yang 

rendah. 

Temuan ini menunjukkan bahwa 

keterbatasan ekonomi tidak hanya berdampak 

pada rendahnya kualitas lingkungan fisik, 

tetapi juga memengaruhi perilaku kesehatan 

masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan 

dan literasi kesehatan menyebabkan sebagian 

masyarakat masih membuang sampah dan 

limbah domestik secara sembarangan, 

termasuk langsung ke wilayah pesisir. Hal ini 

memperlihatkan bahwa kemiskinan memiliki 

hubungan struktural dengan munculnya 

kerentanan kesehatan lingkungan. 

Dalam perspektif determinan sosial 

kesehatan, kondisi tersebut sejalan dengan 

pendapat Marmot dan Wilkinson (2006) yang 

menyatakan bahwa ketimpangan sosial 

memengaruhi kemampuan masyarakat dalam 

memperoleh sumber daya kesehatan. Dengan 

demikian, kemiskinan di kawasan pesisir 

Makassar tidak hanya dipahami sebagai 

persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai faktor 

struktural yang memperkuat ketidakadilan 

kesehatan lingkungan. 

 

Ketimpangan Infrastruktur dan Dampaknya 

terhadap Kesehatan Lingkungan 

Hasil kajian menunjukkan bahwa 

ketimpangan pembangunan infrastruktur 
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menjadi faktor penting yang memperburuk 

kondisi kesehatan lingkungan masyarakat 

pesisir Makassar. Infrastruktur dasar seperti 

jaringan air bersih, sistem drainase, sanitasi, 

dan pengelolaan sampah belum terdistribusi 

secara merata di kawasan pesisir. Banyak 

permukiman masih mengalami genangan air, 

penumpukan sampah, dan keterbatasan 

fasilitas sanitasi. 

Temuan ini memperlihatkan bahwa 

keterbatasan infrastruktur menyebabkan 

meningkatnya risiko penyakit berbasis 

lingkungan seperti diare, infeksi kulit, dan 

demam berdarah dengue (DBD). Kondisi 

drainase yang buruk mengakibatkan air 

limbah menggenang di sekitar permukiman 

sehingga menjadi media berkembangnya 

vektor penyakit. Selain itu, rendahnya akses 

terhadap layanan pengelolaan sampah 

menyebabkan masyarakat menjadikan laut 

sebagai tempat pembuangan akhir limbah 

domestik. 

Analisis temuan menunjukkan bahwa 

ketimpangan infrastruktur mencerminkan 

ketidakmerataan pembangunan perkotaan. 

Kawasan pesisir yang mayoritas dihuni 

masyarakat berpenghasilan rendah cenderung 

kurang menjadi prioritas pembangunan 

dibandingkan wilayah perkotaan lainnya. 

Temuan ini memperkuat argumentasi World 

Bank (2019) bahwa ketimpangan 

pembangunan infrastruktur berkontribusi 

terhadap munculnya disparitas kesehatan 

antarwilayah dan kelompok sosial. 

 

Implementasi Kebijakan dan Permasalahan 

Kesehatan Lingkungan 

Hasil kajian menunjukkan bahwa 

berbagai kebijakan pemerintah terkait 

kesehatan lingkungan belum berjalan optimal 

di kawasan pesisir Makassar. Meskipun 

pemerintah telah memiliki program sanitasi 

dan penataan kawasan kumuh, 

implementasinya masih menghadapi berbagai 

kendala seperti keterbatasan anggaran, 

lemahnya koordinasi lintas sektor, dan 

rendahnya partisipasi masyarakat. 

Temuan ini memperlihatkan adanya 

kesenjangan antara kebijakan yang 

dirumuskan di tingkat pusat dengan 

implementasinya di tingkat daerah. Program 

pembangunan lingkungan seringkali belum 

berbasis pada kebutuhan lokal masyarakat 

pesisir sehingga efektivitasnya menjadi 

rendah. Selain itu, masyarakat masih kurang 

dilibatkan dalam proses perencanaan maupun 

pengawasan program lingkungan. 

Analisis kajian menunjukkan bahwa 

keberhasilan kebijakan kesehatan lingkungan 

tidak hanya ditentukan oleh keberadaan 

regulasi, tetapi juga oleh kemampuan 

implementasi yang partisipatif dan 

berkelanjutan. Dalam perspektif determinan 

sosial kesehatan, lemahnya implementasi 

kebijakan memperkuat ketimpangan akses 

masyarakat terhadap lingkungan sehat. Oleh 

karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan 

yang lebih intersektoral dan berbasis keadilan 

sosial agar pembangunan kesehatan 

lingkungan dapat berjalan secara efektif. 

 

Interaksi Determinan Sosial dalam 

Membentuk Kerentanan Lingkungan 

Hasil kajian menunjukkan bahwa 

kemiskinan, ketimpangan infrastruktur, dan 

lemahnya implementasi kebijakan saling 

berinteraksi dalam membentuk kerentanan 

kesehatan lingkungan masyarakat pesisir 

Makassar. Ketiga faktor tersebut tidak berdiri 

sendiri, melainkan membentuk hubungan 

struktural yang memperkuat kondisi 

kerentanan sosial dan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

Temuan ini memperlihatkan bahwa 

masyarakat miskin cenderung tinggal di 

kawasan dengan infrastruktur terbatas dan 

kualitas lingkungan yang buruk. Di sisi lain, 

kebijakan yang belum efektif menyebabkan 

ketimpangan pembangunan terus berlangsung 

sehingga memperburuk kondisi kesehatan 

masyarakat. Interaksi tersebut menunjukkan 
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bahwa permasalahan kesehatan lingkungan 

tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan 

sektoral semata. 

Analisis kajian menegaskan pentingnya 

pendekatan determinan sosial kesehatan 

dalam memahami persoalan kesehatan 

lingkungan di kawasan pesisir. Pendekatan ini 

memungkinkan analisis yang lebih 

komprehensif terhadap hubungan antara 

struktur sosial, distribusi sumber daya, dan 

kondisi kesehatan masyarakat. Oleh karena 

itu, upaya perbaikan kesehatan lingkungan di 

Makassar memerlukan kebijakan yang 

terintegrasi, berbasis wilayah, dan melibatkan 

partisipasi masyarakat secara aktif. 

 

KESIMPULAN 

Kajian ini menunjukkan bahwa kondisi 

kesehatan lingkungan di permukiman kumuh 

pesisir Makassar dipengaruhi oleh interaksi 

kompleks antara kemiskinan, ketimpangan 

infrastruktur, dan kelemahan implementasi 

kebijakan. Ketiga faktor tersebut tidak berdiri 

sendiri, melainkan saling memperkuat dalam 

menciptakan kondisi kerentanan yang 

berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. 

Kemiskinan menjadi determinan utama yang 

membatasi akses masyarakat terhadap 

layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. 

Di sisi lain, ketimpangan pembangunan 

infrastruktur menyebabkan kawasan pesisir 

tertinggal dalam penyediaan fasilitas dasar, 

sehingga memperburuk kondisi lingkungan. 

Sementara itu, kebijakan yang belum optimal 

dalam implementasi turut memperkuat 

ketimpangan tersebut. Temuan ini 

menegaskan bahwa permasalahan kesehatan 

lingkungan tidak dapat diselesaikan melalui 

pendekatan sektoral semata. Diperlukan 

pendekatan yang lebih komprehensif, 

intersektoral, dan berbasis keadilan sosial. 

Pemerintah perlu meningkatkan prioritas 

pembangunan di kawasan pesisir, 

memperkuat koordinasi lintas sektor, serta 

mendorong partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan. 
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